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ABSTRAK 

 

PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI DI LUAR 

PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS KECAMATAN WAY SERDANG 

KABUPATEN MESUJI) 

 

Oleh : 

LISNA MUALIFAH 

Perceraian yaitu “ikatan perkawinan suami istri yang sudah putus dan/atau 

bercerainya antara seorang pria dan wanita yang mempunyai tali perkawinan”. 

Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami isteri 

sehingga berakhirlah perkawinan. Di Indonesia aturan perceraian telah diatur 

dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan 

di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha 

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Dalam proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way 

Serdang masih banyak orang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan 

agama. Mesikupun di dalam Undang-Undang telah ditetapkan bahwa perceraian 

harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Namun masyarakat masih enggan 

untuk melakukan perceraian di Pengadilan disebabkan kurangnya kesadaran 

hukum serta keyakinan masyarakat terhadap agama Islam yang tidak 

mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-

Undan. Adapun pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan yaitu : Bagaimana 

Persepsi Pelaku Perceraian terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pada 

masyarakat Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji? Sedangkan tujuan dari 

penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Persepsi pelaku perceraian tentang 

perceraian diluar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Way 

Serdang. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan peneliti langsung 

terjun ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas, dan teknik pengumpulan 

data dilakukan secara observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan yaitu : pandangan bagi para pelaku perceraian di luar Pengadilan agama 

tentang keabsahan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan banyak yang 

berpendapat sah meskipun hanya menurut agama. Dan dapat dilihat dari proses 

perceraian yang dilakukan pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama adalah 

prosesnya hanya bermusyawarah dengan keluarga kedua belah pihak atapun 

hanya disaksikan oleh salah satu pihak keluarga saja dan ada juga dengan cara 

melalui sambungan telephone yang disaksikan oleh pihak keluarga. 
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MOTO 

 

َ سَمِيعٌ عَليِمٞ   لََٰقَ فإَنَِّ ٱللََّّ  ٢٢٧وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 

227)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah    

Putusnya perkawinan yaitu ikatan perkawinan suami istri sudah putus 

atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang mempunyai hubungan 

tali perkawinan.
1
 Perceraian merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan 

adanya peristiwa hukum antara suami dan istri, yaitu putusnya hubungan 

perkawinan karena berbagai alasan yang disertai proses dan akibat hukum 

tertentu.
2
 

Dinyatakan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 38 bahwa 

perkawinan dapat putus disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas putusan 

Pengadilan.
3
 Munurut Pasal 19 PP No. 9/1975 disebutkan, bahwa perceraian 

dapat terjadi karena alasan: 

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya. 

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain. 

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 

                                                             
       

1
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 

73. 

       
2
 Muhamm ad Syaifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18-19. 

       
3
 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bandung: CV. Nuansa 

Aulia, 2020), h. 85. 
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f) Antara suami atau istri terum-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.
4
 

Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan istri tanpa 

adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata 

cerai  baik secara jelas maupun sindiran dengan niat perceraian. Maka jatuhlah  

cerai terhadap istrinya. Sebab dalam ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian 

adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat 

bukti bahwa telah terjadi perceraian, seperti adanya akta perceraian atau alat 

bukti tertulis lainnya.
5
  

Menurut Hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan 

berdasarkan tata urut keabsahan sumber hukum Islam yakni Al-Qur’an, 

Hadith, Ijma’ dan Qiyas. Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) ditegaskan bahwasannya perceraian harus dilakukan di depan sidang  

Pengadilan, hal tersebut sebagaimana di jelaskan dalam KHI Pasal 115 : 

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak”.
6
 

 

 

                                                             
       

4
 Simanjuntak, Hukum Perdata Indosesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 62. 

       
5
 Ramadhan Syahmedu Siregar, “Keabsahan Perceraian Persepektif Fiqh dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Hukum Tata Negara Islam/Siyasah 4, 

no. 5 (2017): h. 18. 

       
6
 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap (Bandung: CV. 

Nuansa Aulia, 2020), h. 34. 
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Perceraian menurut hukum Islam mencakup antara lain; 

1. Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerinya dari 

pihak suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan 

berlaku beserta segala akibat hukumnyaasejak saat perceraian itu 

dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama. 

2. Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan 

inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan 

berlaku sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.
7
 

Terkait perceraian di Kabupaten Mesuji angka peceraian tergolong  

tinggi. Hal ini dapat dilihat pada data yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Agama Mesuji, berikut diuraikan data Perceraian: 

Tabel I 

Data Perceraian Pengadilan Agama Mesuji 

Tahun 2020 

No Bulan Cerai Gugat Cerai Talak Jumlah 

1 Januari 39 9 48 

2 Februari 24 8 32 

3 Maret 16 8 24 

4 April 2 1 3 

5 Mei 10 2 12 

6 Juni 38 8 46 

                                                             
       

7
 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 19-20. 
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7 Juli 29 4 33 

8 Agustus 22 10 32 

9 September 27 5 32 

10 Oktober 21 5 26 

11 November 24 5 29 

12 Desember 3 3 6 

Di ambil dari data : Pa-Mesuji.go.id 

Berdasarkan data tersebut di atas maka terlihat bahwa angka perceraian 

yang tercatat di Pengadilan Agama Mesuji pada tahun 2020 tergolong tinggi. 

Fakta tersebut belum ditambah dengan perceraian yang dilakukan diluar 

pengadilan. Dengan tingginya angka perceraian yang tercatat secara resmi di 

Pengadilan Agama dan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan 

membuktikan bahwa kasus perceraian di Kabupaten Mesuji bukanlah hal yang 

sulit untuk dilakukan oleh masyarakat.  

Terkait dengan putusnya perkawinan yang marak terjadi di masyarakat, 

sejatinya undang-undang telah mengatur secara jelas tentang perceraian yang 

harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan, namun masih ada masyarakat 

yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama yang tidak mempunyai 

akta perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai keabsahan 

perceraian mereka.  

Sedangkan dalam hukum positif memang terlihat mempersulit terjadinya 

perceraian antara suami istri dengan harapan agar dapat menekan tingginya 
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angka perceraian. Salah satunya yaitu dengan adanya peraturan yang mengatur 

bahwa perceraian harus dilakukan di dalam persidangan Pengadilan.
8
 

Terkait masalah ini, sebagian masyarakat masih melakukan praktik 

perceraian melalui tokoh masyarakat ataupun orang tua kedua belah pihak.  

Seperti halnya praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan 

Way Serdang Kabupaten Mesuji yang masih banyak melakukan pereceraian di 

luar Pengadilan Agama. 

Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada saat prasurvei dengan 

narasumber Bapak Toni (bukan nama sebenarnya)
9
, beliau menyampaikan 

bahwa perceraiannya di luar Pengadilan Agama merupakan bukan keinginan 

dari beliau namun dari pihak isterinya. Walaupun perceraian yang 

dilakukannya tidak sah menurut Undang-Undang  namun sah menurut agama 

dan dalam agama masih diperbolehkannya menikah lagi dengan orang lain 

walaupun tidak mempunyai akta cerai yang sah dari Pengadilan. Sedangkan 

proses perceraian yang beliau lakukan hanya dengan musyawarah keluarga 

kedua belah pihak. 

Sedangkan dari narasumber Bapak Rendi (bukan nama sebenarnya),
10

 

menurut beliau mengatakan bahwa terlalu banyak biaya yang akan dikeluarkan 

ketika melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut juga ditambah 

                                                             
       

8
 Muhammad Yalis Shokhib, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Talak di Luar 

Pengadilan Agama,” Jurnal Al-’Adalah 3, no. 1 (2018): h. 62. 

       
9
 Wawancara dengan Bapak Toni (bukan nama sebenarnya), Pelaku Perceraian di Luar 

Pengadilan Agama, Pada Tanggal 17 April 2021. 

       
10

 Wawancara dengan Bapak Rendi (bukan nama sebenarnya), Pelaku Perceraian di 

Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 18 April 2021. 
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lagi dengan jauhnya jarak tempuh dan lamanya proses perceria, meskipun 

beliau mengetahui bahwa perceraian tersebut tidak diakui oleh Negara. 

Menurut ibu Eni (bukan nama sebenarnya), perceraian yang beliau 

lakukan memang tidak dilakukan di Pengadilan tetapi menurut beliau sah-sah 

saja bercerai di luar Pengadilan, walaupun nantinya beliau akan kesulitan jika 

akan menikah lagi serta tidak ada kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak 

anak oleh orang tua yang bercerai di luar Pengadilan Agama.
11

  

Berdasarkan wawancara di atas peneliti melihat ada berbagai persepsi  

yang melatarbelakangi perceraian dilakukan di luar Pengadilan, persepsi 

tersebut kemudian yang mempengaruhi pendapat mereka sehingga ada 

berbagai persepsi yang terjadi di masyarakat tentang perceraian di luar 

Pengadilan. Oleh karena itu disebabkan realitas tersebut maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih lanjut tentang persepsi masyarakat tersebut dalam 

penelitian dengan judul “Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar 

Pengadilan Agama (Studi Kasus Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)” 

B. Pertanyaan Penelitian 

Melalui  uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti telah 

merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Persepsi Pelaku Perceraian terhadap perceraian di luar 

Pengadilan Agama pada masyarakat Kecamatan Way Serdang Kabupaten 

Mesuji? 

                                                             
       

11
 Wawancara dengan Ibu Eni (bukan nama sebenarnya), Pelaku Perceraian di Luar 

Pengadilan Agama pada Tanggal 18 April 2021. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan Skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Persepsi pelaku perceraian tentang perceraian 

diluar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Kecamatan 

Way Serdang. 

b. Untuk mengetahui terkait praktik perceraian diluar Pengadilan 

Agama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Way Serdang. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoretis: 

1) Untuk menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga 

Islam terutama terkait persepsi tentang perceraian di luar 

Pengadilan Agama dari persepektif pelaku.  

b) Manfaat Praktis 

1) Dapat mengetahui berbagai faktor pendukung dan penghambat 

yang dijumpai pelaku perceraian dalam melakukan perceraian di 

luar Pengadilan Agama. 

2) Dapat mengetahui berbagai permasalahn perceraian yang 

dilakukan di luar Pengadilan serta dapat memberikan solusi 

alternative yang tepat bagi permasalahan tersebut. 
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D. Penelitian Relevan 

Pertama, penelitian yang dilakukan Iskandar
12

. Mahasiswa Fakultas 

Syari’ah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul  “Perceraian di 

Bawah Tangan di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo di Tinjau dari 

Peraturan perUndang-Undangan Tentang Perkawinan”. Dalam penelitian ini 

persamaanya adalah sama-sama membahas tentang perceraian di luar 

Pengadilan Agama, namun perbedaan dalam penelitian ini hanya membahas 

perceraian di luar Pengadilan Agama di tinjau dari peraturan perUndang-

Undangan saja, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas 

bagaimana persepsi pelaku perceraian terhadap perceraian di luar Pengadilan. 

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah,
13

 yang berjudul 

“Legalitas Perkawinan yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama dalam 

Pesepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Persamaan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang perceraian di luar Pengadilan, sedangkan 

perbedaannya penelitian ini membahas tentang keabsahan suatu perceraian di 

luar pengadilan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu ingin mengetahui perspesi pelaku 

terhadap cerai di luar Pengadilan. 

 

                                                             
       

12
 Iskandar, “Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 

di Tinjau dari Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan” (Jambi: Fakultas Syariah, 

Hukum Keluarga, IAIN STS Jambi, 2014), h. 48 

       
13

 Syarif Hidayatullah, “Legalitas Perkawinan yang Bercerai di Luar Pengadilan 

dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Jambi: Fakultas Syariah, Hukum Keluarga 

IAIN STS Jambi, 2013), h. 36 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi  

Persepsi merupakan sebuah istilah yang sudah sangat sering didengar 

dalam pembicaraan sehari-hari. Istilah persepsi berasal dari bahasa inggris 

yaitu “perception” yang diambl dari bahasa latin “perceptio” yang artinya 

menerima atau mengambil. Di dalam kamus Inggris Indonesia kata perception 

mempunyai arti “penglihatan” atau “tanggapan”.
14

 Persepsi adalahpengalaman 

tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan 

arti pada stimulus inderawi.
15

 

Persepsi yaitu “suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera 

atau juga disebut proses sensoris”. Namun proses tersebut tidak berhenti begitu 

saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya proses 

persepsi. Oleh sebab itu proses persepsi tidak dapat lepas dari pross 

penginderaan yang dimana proses penginderaan merupakan proses pendahulu 

dari proses persepsi.
16

 

                                                             
       

14
 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2017), h. 117. 

       
15

 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2011), h. 50. 

       
16

 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), h. 

87-88. 
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Persepsi berlangsung di saat  individu menerima stimulus dari dunia luar 

kemudian ditangkap melalui organ-organ bantunya yang kemudian masuk 

kedalam otak, di dalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud 

dalam sebuah pemahaman.
17

 Stimulus yang diindera tersebut kemudian oleh 

individu diorganisasikan dan diinterprestasikan, sehingga individu menyadari, 

mengerti tentang apa yang diindera tersebut, dan proses ini disebut persepsi. 

Keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan sesudah rangsangan 

yang diterima oleh manusia. Proses terjadinya persepsi diawali dari 

diterimanya stimulus oleh alat indera, ada perhatian individu, stimulus di 

teruskan ke otak sehingga rangsangan tersebut disadari dan dimengerti. Proses 

tersebut dipengaruhi oleh faktor fungsional, struktural, situasional dan faktor 

personal. 

Menurut Gregory persepsi tidak ditentukan hanya oleh pola-pola 

stimulus semata.  Persepsi adalah sebuah pencarian dinamis interprestasi 

terbaik untuk data yang tersedia yang melibatkan bertidak lebih jauh dari 

bukti-bukti indera yang semerta-merta diberikan.
18

 

Menurut Walgito persepsi dapat juga dipahami dengan 

pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus yang diindera 

seseorang sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang 

integrated dalam diri individu.
19

 

                                                             
       

17
 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2010), h. 86. 

       
18

 Richard Gross, Psikologi Ilmu Jiwa dan Perilaku (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012), h. 303. 

       
19

 Adnan Achiruddin Saleh, Pengantar Psikologi (Makassar Sulawesi Selatan: Aksara 

Timur, 2018), h. 80. 
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Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia uang sangat 

penting, yang memungkinkannya untuk mengetahui dan memahami dunia 

sekitarnya. Tanpa persepsi yang benar, manusia mustahil bisa menangkap dan 

mengartikan berbagai fenomena, informasi atau data yang senantiasa 

mengelilinginya.  

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu 

proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca 

indera. Proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh 

dan menginterprestasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh system alat 

indra manusia. Proses tersebut merupakan hasil dari adanya sebuah proses 

penerimaan informasi atas penarikan sebuah kesimpulan serta peristiwa saat 

ini yang dihubungkan dengan ingatan yang dijadikan sebagai kejadian serupa 

di masa lalu. Jadi, persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia 

dengan lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan mengiterprestasikan 

stimulus yang ada di sekutarnya dengan menggunakan pengetahuannya. 

Setelah individu menginderakan objek di lingkungannya, kemudian individu 

memproses hasil penginderaannya, sehingga muncullah makna tentang objek 

tersebut. 

2. Jenis-Jenis Persepsi 

Secara umum, persepsi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni 

positif dan negatif. Persepsi positif adalah persepsi yang menggambarkan 

segala pengetahuan (tahu dan tidaknya atau kenal tidaknya)  dan tanggapan 

yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan 
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dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang 

dipersepsikan. Pesepsi negatif adalah persepsi yang menggambarkan segala 

pengetahuan (tahu atau kenal tidaknya) serta tanggapan yang tidak selaras 

dengan objek yang dipersepsi. Dengan demikian akan diteruskan dengan 

kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipersepsikan.
20

 

Persepsi juga mempunyai beberapa jenis, yaitu: 

1. Persepsi visual dari indera penglihatan yakni mata. Persepsi tersebut 

adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan 

mempengaruhi bayi serta balita untuk memahami dunianya. Persepsi 

visual adalah hasil dari apa yang dilihat, baik sebelum melihat atau 

masih membayangkan dan sesudah melakukan pada objek yang 

dituju. 

2. Persepsi auditoria (pendengaran) yaitu persepsi yang diperoleh dari 

indera pendengaran yaitu telinga. Telinga dapat dibagi dengan 

berbagai bagian yang masing-masingnya memiliki fungsi atau tugas 

sendiri-sendiri, yaitu: telinga bagian luar yakni bagian yang 

menerima stimulus dari luar. Telinga bagian tengah bagian yang 

meneruskan stimulus yang diterima oleh telinga bagian luar. Serta 

telinga bagian dalam merupakan reseptor yang sensitive merupakan 

saraf-saraf penerima. Dengan demikian individu dapat 

mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya.   

                                                             
      

20
 Irwanto, Psikogi Umum : Buku Pnduan Mahasiswa (Jakarta: Prehallindo, 2002), h. 

71. 
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3. Persepsi perabaan merupakan persepsi yang diperoleh dari indera 

peraba yakni kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa 

yang disentuh atau akibat bersentuhannya sesuatu dengan kulitnya. 

4. Persepsi penciuman yakni merupakan persepsi yang diperoleh dari 

hidung sebagai indera penciuman. Seseorang dapat 

mempersepsikannya sesuatu dari apa yang di cium. 

5. Persepsi pengecapan (indera perasa) merupakan jenis persepsi yang 

diperoleh dari indera pengecap yakni lidah. Seseorang dapat 

mempersepsikan bahwa itu rasa dari apa yang di rasakannya atau di 

ecapnnya.
21

 

Sementara itu Dudi Hartono menggolongkan persepsi kepada dua jenis 

sebagai berikut.  

a. Persepsi yang disebabkan adanya rangsangan dari luar individu, 

disebut dengan external perception. 

b. Persepsi yang disebabkan oleh rangsangan internal dari individu dan 

yang menjadi objeknya ialah dirinya sendiri, disebut dengan external 

perception.
22

 

 

 

 

                                                             
      

21
 Parek, Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar (Bandung: Tarsito, 1984), h. 

15-16. 

      
22

 Dudi Hartono, Psikologi (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat 

Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia Kesehatam, 2016), h. 62. 
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3. Proses Terbentuknya Persepsi 

Persepsi dapat terbentuk (terjadi) ketika objek menimbulkan stimulus, 

dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu diketahui bahwa antara 

objek dan stimulus adalah hal berbeda, akan tetapi ada kalanya bahwa objek 

dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai 

objek langsung yang mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanannya.
23

 

Pembentukan persepsi membutuhkan peran penting dari alat indra seperti 

mata dan telinga. Kedua indera ini memainkan peranan penting, di mana 

melalui telinga kita mendengar dan melalui mata kita melihat sesuatu yang 

kemudian mendapat respon berupa persepsi. Terkadang juga indera peraba, 

yakni kulit yang digunakan untuk merasakan tekstur dari sebuah objek. Di sisi 

lain respon setiap individu juga dipengaruhi kuat oleh pengalaman dalam 

hidupnya.
24

 

Mata sering disebut jendela hati , melalui mata manusia melihat sesuatu 

di sunia nyata maupun dunia media komunikasi massa. Maka secara spontan 

biasanya terbentuk persepsi. Telinga, dengan telinga kita dapat mendengar dan 

merasakan suasana, dan dengan memejamkan mata kita bisa merasakan dan 

mengebal apa yang ada disekitar. 

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau 

proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf 

sensoris ke otak. Proses ini yang dinamakan sebagai proses fisiologis. 

                                                             
      

23
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 90. 

       
24

 Alizamar Nasbahry Couto, Psikologi Persepsi dan desain Informasi (Yogyakarta: 

Media Akademi, 2016), h. 16. 
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Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu 

menyadari apa yang ia lihat, atau didengar, atau diraba.
25

 

Dalam proses persepsi dibutuhkan adanya perhatian sebagai langkah 

persiapan dalam persepsi tersebut. Hal tersebut karena keadaan menunjukan 

bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, akan tetapi indivi 

dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan disekitarnya. 

Namun tidak seluruhnya stimulus mendapatkan respon individu untuk 

dipersepsi. 

Stimulus tidak semuanya akan direspon oleh organisme atau individu. 

Respon diberikan oleh individu terhadap stimulus yang terdapat persesuaian 

atau yang menarik perhatian individu. Dengan demikian dapat dijelaskan 

bahwa yang dipersepsi oleh individu selain tergantung pada stimulus juga 

tergantung terhadap keadaan individu yang bersangkutan. Stimulus yang 

memperoleh pemilihan dari individu tergantung terhadap bermacam-macam 

faktor, salah satunya yaitu perhatian individu, yang merupakan aspek 

psikologis individudalam melakukan persepsi. 

  Persepsi meliputi suatu interaksi rumit yang melibatkan setidaknya tiga 

komponen utama, yaitu: seleksi, penyusunan, dan penafsiran. 

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap stimulus. 

Pada proses ini, struktur kognitif yang sudah ada dalam kepala akan 

menyeleksi, membedakan data yang masuk dan memilih data mana 

yang sesuai dengan kepentingan dirinya. 

                                                             
       

25
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, 2004, h. 90. 
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2. Penyusunan yaitu proses mereduksi, mengorganisasikan, menata 

atau menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu 

yang bermakna.  

3. Penafsiran yaitu proses mengartikan atau menginterprestasikan 

informasi atau stimulus ke dalam bentuk tingkah laku sebagai 

respon. 
26

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat ditemukan adanya 

beberapa faktor, yaitu: 

1) Objek yang  dipersepsi. Suatu objek dapat menimbulkan rangsangan 

atau stimulus yang kemudian mengenai reseptor atau alat indra. 

Stimulus tersebut dapat berasal dari luar maupun dari dalam individu 

yang mempersepsi, akan tetapi dapat juga datang dari dalam diri 

individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima 

yang bekerja sebagai reseptor. 

2) Alat indra, syaraf serta pusat susunan syaraf. Perseptor berupa alat 

indra merupakan sebuah alat penerima stimulus. Di sisi lain, terdapat 

syaraf sensoris yang berfungsi meneruskan stimulus dari reseptor 

menuju pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan 

sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. 

                                                             
       

26
 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, h. 120. 
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3) Perhatian. Penyadaran atau pembentukan persepsi membutuhkan 

suatu perhatian. Perhatian merupakan sebuah tahap awal persiapan 

untuk mengadakan persepsi. 

4) Proses terjadinya persepsi. Dapat dijelaskan yaitu. Objek 

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau 

reseptor. 

5) Organisasi persepsi. Disaat individu melakukan persepsi muncul 

suatu masalah yaitu apa yang dipersepsi terlebih dahulu, apakah 

bagian merupakan hal yang dipersepsi lebih dahulu, baru kemudian 

keseluruhan, atau keseluruhan dipersepsi terlebih dahulu baru 

kemudian bagian-bagiannya. Hal tersebut berkaitan bagaimana 

seseorang mengorganisasikan yang dipersepsi.
27

 

Persepsi ditentukan oleh faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang datang dari dalam individu. Faktor ini lebih 

didominasi oleh keadaan individu tersebut dalam mengartikan dan memahami 

persepsi. Factor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu. Dalam 

hal ini adalah stimulus dan lingkungan. Lingkungan yang melatarbelakangi 

stimulus juga akan berpengaruh pada persepsi, terlebih apabila objek persepsi 

adalah manusia. 

 

 

 

                                                             
       

27
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, 2004, h. 89-90. 
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B. Perceraian di Luar Pengadilan  

1. Pengertian Perceraian  

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” kata cerai memiliki tiga arti, 

yaitu “Pisah, Putus hubungan sebagai suami isteri, dan talak”.
28

 Sedangkan 

secara istilah, Zainuddin Ali mendefinisikan perceraian sebagai “ikatan 

perkawinan suami istri yang sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang 

pria dan wanita yang mempunyai tali perkawinan”.
29

 Melepaskan ikatan 

perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirlah 

perkawinan. Dalam bahasa Indonesia sendiri kata cerai memiliki kesamaan arti 

dengan talak, di mana dalam fiqh kata tersebut juga diartikan sebagai 

berakhirnya ikatan perkawinan.
30

 

Definisi perceraian dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-

undangan di Indonesia, antara lain ialah dalam Pasal 38 dan 39  UU No 1 

tahun 1974 dan juga dijabarkan pada PP No. 9 Tahun 1975. Meskipun tidak 

dijelaskan secara ekspilisit, namun kedua peraturan tersebut memberi 

gambaran mengenai konsep perceraian. Perceraian sebagaimana diatur dalam 

undang-undang tersebut dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut.; 

1) Cerai talak, yakni permohonan yang diajukan oleh suami untuk 

bercerai dari istrinya di Pengadilan Agama. Setelah suami 

melakukan ikrar (talak) di Pengadilan Agama, maka telah berlaku 

segala akibat hukum dari perceraian tersebut bagi suami dan istri. 

                                                             
       

28
 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, 

h. 15. 

       
29

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 

73. 

       
30

 Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 55. 
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2) Cerai gugat, suatu gugatan yang diajukan istri ke Pengadilan 

Agama. Perceraian akan berkeuatan hukum jika Pengadilan 

Agama sudah menetapkannya dalam suatu putusan. 

Dalam Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” dan “furqah”. 

Talak yang mempunyai arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. 

Sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. 

Perkataan talak dan furqah memiliki pengertian umum dan khusus, dalam arti 

umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang 

ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam artian khusus perceraian adalah yang 

dijatuhkan oleh pihak suami. 

Jadi dari subtansi diatas dapat dipahami bahwasannya perceraian adalah 

putusnya ikatan lahir batin antara suami dengan istri yang mengakibatkan 

berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. 

Meskipun perceraian itu diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya 

harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan salah satunya jalan 

yang harus ditempuh apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya 

tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut. 

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur 

kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian yang ditempuh oleh suami isteri 

tidak menghasilakan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah 

untuk menjauhi atau meninggalkan perceraian. Islam memberikan kebebasan 

sepenuhnya terhadap suami istri untuk mempertimbangkan segala sesuatu 
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dengan sungguh-sungguh dalam batas-batas yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Secara moral, perceraian sebagai suatu perbuatan 

yang paling dimurkai oleh Allah, meskipun halal maka seluruhnya harus 

diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat 

dari segi hubungan suami istri dan pada keluarganya. 

2. Dasar Hukum Perceraian 

Hukum Perceraian sama hal nya dengan hukum perkawinan yang tidak 

jarang memunculkan kesalahpahaman, seolah-olah sejarah Islam 

menempatkan laki-laki di posisi yang istimewa dengan hak yang diimilikinya 

jika dibandingkan dengan perempuan. Namun sebenarnya hukum Islam telah 

mengatur perihal perceraian dengan hati-hati. . Perceraian baru bisa terlaksana 

jika telah sesuai seperti yang dimaksud di dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah 

ayat 227; 

...              

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka 

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. 

 

Makna dari      : “Jika mereka berniat cerai”. Ini 

menunjukkan, bahwa cerai tidak jatuh karena selesainya masa empat bulan, 

tetapi harusada niat cerai. Demikian pendapat Jumhur Ulama, sedangkan 

pendapat yang lain menyatakan talak jatuh jika setelah selesai masa empat 

bulan dan suami tidak kembali menggauli isterinya. Talaknya adalah talak 
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raj’i. Demikian pendapat Umar, Utsman, Ibnu Abbas, dan Sa’id bin al-

Musayyab. Adapun Ali dan Ibnu Mas’ud berkata, “jatuh talak ba’in”. Dan ini 

pula pendapat mazhab Abu Hanifah.
31

 

                    … 

Artinya; “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

menghadapi  iddahnya yang wajar” (QS. Al-Thalaq: 1) 

Dalam suatu riwayat al-Hakim yang dirujuk dari Ibnu ‘Abbas dijelaskan 

bahwa: 

 “Abdu Yazid menalak isterinya, kemudian menikah lagi dengan seorang 

wanita Madinah. Isterinya mengadu kepada Rasulullah saw. dengan 

mengatakan: Ya Rasullah tidak akan terjadi hal seperti ini karena si 

rambut pirang. Surat ath-Thalaq ayat 1 turun berkenaan dengan peristiwa 

tersebut, yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap 

isterinya yang ditalak tetap harus ditunaikan sampai habis masa iddah, tapi 

dilarang tidur bersama”.
32

 

)رواه أ بو  قُ ل  الط   ا لل  د  ن  ع   ل  ل  ح  ال   ضُ ب   أ   لّ   س  و   ه  ي  ل  الله ع   ل  الله ص  و  سُ ر   ل  ا: ق  ل  اق  ر  عُ   ن  ب  ا   ن  ع  

 رسا له(ا  , وصححه الحا كم, ورجح أ بوحا تم داود, وابن ما جه

“dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda: 

sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu 

                                                             
       

31
 Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), h. 435. 

       
32

 H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis 
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Dawud dan Ibnu Majah Hadis shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih 

menilai hadis mursal).
33

 

Hadis tersebut menjelaskan bahwasannya perceraian merupakan 

alternative terakhir (pintu darurat) yang dapat dilakukan oleh suami isteri 

apabila  rumah tangga tidak bisa dipertahankan keutuhan, keharmonisan dan 

kelanjutannya.
34

 Alternatif  tersebut yang dimaksudkan adalah apabila dengan 

cara-cara damai seperti menggunakan hakam yang diajarkan dalam al-Qur’an 

dan juga hadis. 

Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Allah 

dan Rasul yang dimaksud untuk ketenteraman keluarga selama hidupnya. 

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang hahal dilakukan namun sangat 

dibenci oleh Allah SWT.
35

 Perceraian hanya boleh dilakukan apabila 

mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian suami isteri 

yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. 

Berdasarkan kemaslahatan atau kemudaratannya, hukum perceraian ada 

emapat, yaitu; 

a. Wajib, apabila terjadi persilisihan diantara suami istri, sedangkan 

dua hakim yang mengurus perkara keduanya melihat perlu upaya 

keduanya bercerai. 
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b. Sunah, apabila suami sudah tidak sanggup lagi mencukupi 

kewajiban (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga 

kehormatannya. 

c. Haram (bid’ah) dalam dua keadaan. Pertama menjatuhkan talak 

ketika istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak ketika 

suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci tersebut. 

d. Makruh, yaitu hukum asal dari talak.
36

   

Apabila suatu perkawinan yang sudah tidak harmonis dan terus menerus 

mengalami perselisihan itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga 

yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. 

Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh sebab 

itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang semakin meluas, maka 

dalam agama islam perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami 

isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya. Adapun perceraian 

terjadi disebabkan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun 

kembali dalam berumah tangga. 

3. Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Fiqh 

Jumhur ulama’ telah bersepakat bahwa talak adalah hak Suami (laki-

laki), talak diperbolehkan apabila ada kebutuhan atau dalam keadaan yang 

mengaruskannya. Talak akan terjadi apabila dilakukan dengan niat dan 

menggunakan kalimat yang jelas. Imam syafi’i  menyebutkan lafal-lafal cerai 
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yang jelas ada tiga: al-tholaq, al-firoq dan al-siroh. Sebagaimana yang 

disinyalir dalam al-qur’an. Namun yang menimbulkan perbedaaan pendapat 

dalam lafal tersebut adalah hukum sirohnya. 

Disatu sisi Imam Syafi’I, Imam Maliki dan Abu Hanifah sepakat atas 

kesorihan kata-kata tersebut tanpa harus diembel-embeli dengan kata lain 

dalam pengucapannya, oleh karena itu jika seorang suami mengucapkan 

kalimat (anti tholiqun) terjadilah cerai tersebut seketika itu. Disisi lain, Imam 

Syafi’I, Imam Maliki dan Abu Hanifah mengucapkan pernyataan yang 

berbunyi: ungkapan kata talak yang diucapkan dengan mutlak tidak terjadi 

cerai. Karena keumuman yang di ucapkan tidak memiliki hukum khusus 

sehingga kata yang mutlak membutuhkan penjelasan untuk menghukumi 

perkataanya secara khusus.
37

 

Perbedaan pendapat bukan hanya pada permasalahan ucapan kalimatnya, 

namun juga niat yang menjadi i’tikad seorang suami dalam mengucapkan 

kalimat cerai. Berikut ini adalah beberapa pendapat imam mazhab terkait 

kedudukan niat dalam perceraian. 

1) Imam Maliki mengatakan bahwa jika suami berucap “kamu saya 

cerai” yang dibarengi dengan lebih dari satu niat, seperti dua atau 

tiga, maka apa yang telah diniatkan olehnya maka itulah yang akan 

terjadi. 
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2) Imam Syafi’i sependapat dengan Imam Maliki, ia meng-qayyid-kan 

pendapatnya tersebut dengan kalimat yang menandakan kata atau 

ucapan cerai yang satu. Imam Syafi’I mengatakan bahwa talak yang 

terus teranng artinya ada tiga, yaitu: Talak firaq, dan siraah, dan kata-

kata inilah yang tercantum dalam Al-Qur’an.  

3) Abu Hanifah mengatakan bahwa ucapan talak satu tidak akan menjadi 

tiga cerai. Hal tersebut dikarenakan satu kali ucapan tidak menyimpan 

hitungan lebih dari satu. Dan talak yang berupa kata-kata sindiran 

hanya dianggap sah jika menunjukan arti talak dan apabila niatnya 

men-talak dapat dianggap menjukan arti talak dengan memperhatikan 

keadaan-keadaannya ketika kata-kata sindiran itu diucapkan.  

Jumhur ulama juga berpendapat tentang sahnya talak yaitu “Talak yang 

sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang telah baligh dan berkal, 

apabila suaminya dalam keadaan gila, sedang mabuk sehingga tidak dalam 

keadaan sadar, maka talaknya sia-sia seperti talak yang diucapkan oleh suami 

yang belum baligh”.
38

  

 Dengan demikian dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwasannya 

perceraian atau pengucapan kata talak dalam hukum Fiqh (hukum Islam), 

memiliki legalitas hukum sejak diucapkannya, dalam artian konsekuensi cerai 

tersebut harus dilaksanakan oleh suami dan isteri. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat diketahui bahwa perceraian menurut hukum fiqh dapat dilakukan 
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tidak harus di depan Pengadilan Agama, dan cukup suami yang mengucapkan 

kata talak, serta talak akan jatuh terhitung sejak diucapkan oleh suami.  

4. Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Keluarga di 

Indonesia  

Secara umum perceraian yang diakui oleh Undang-Udang Indonesia 

adalah yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

ataupun menurut INPRES No. 1 Tahun 1981 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) di Indonesia. Dalam KHI Pasal 114 dijelaskan bahwasannya “Putusnya 

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan perceraian. Merujuk pada Undang-Undang maka ada 

beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yaitu diatur 

dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974. Ayat (1) dan (2) serta KHI Pasal 115  

menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada 

cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun 

sebagai suami isteri”.
39

 

Cerai merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, hal ini 

sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Pasal 113, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan 

karena tiga alasan: 

a. Kematian, 
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b. Perceraian, dan 

c. Atas putusan Pengadilan.
40

 

Putusnya perkawinan akibat kematian salah satu pihak (suami atau istri) 

juga dikenal dengan istilah “cerai mati”. Sedangkan perkawinan putus karena 

perceraian disebut “cerai gugat” dan “cerai talak”. Perkawinan putus karena 

disebabkan putusan Pengadilan disebut “cerai batal”.
41

 Dalam KHI Pasal 129 

juga dijelaskan bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada 

isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan 

alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
42

 

Oleh karena itu maka perceraian pada dasarnya menurut Hukum 

Keluarga di Indonesia yang diakui yaitu perceraian yang harus di lakukan di 

depan sidang Pengadilan, dengan demikian maka perceraian yang dilakukan di 

luar Pengadilan Agama dalam sudut pandang Hukum Keluarga di Indonesia 

adalah sesuatu yang illegal artinya sesuatu yang tidak diakui secara hukum. 

Bahwa akibat yang terjadi disebabkan melanggar ketentuan Pasal-Pasal 

Tentang Perceraian maka perceraian tersebut tidak terjadi pada kacamata 

hukum pasangan tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang sah.  

Menurut KUH Perdata  Pasal 199, perkawinan itu bubar dikarenakan 

“kematian”, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi 

perkawinan baru suami atau istri’, “keputusan hakim setelah pisah meja dan 
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ranjangdan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar 

catatan sipil”, dan karena “perceraian”.
43

 

Perceraian dengan talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan 

perkawinan menurut agama Islam. Bagi perceraian dengan gugatan biasa 

disebut cerai gugat, yang berlaku untuk orang yang melakukan pernikahan 

menurut Muslim dan non Muslim.44 

Dalam persepektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian 

dilakukan oleh suami istri disebabkan oleh sesuatu yang dibenarkan oleh 

Penagdilan melalui persidangan. Pengadilan mengupayakan perdamaian 

dengan memerintahkan kepada kedua pihak yang akan bercerai untuk 

memikirkan segala mudaratnya apabila perceraian tersebut dilakukan, dan 

kedua belah pihak dapat mengadakan musyawarah (perdamaian) secara 

kekeluargaan. Dan apabila perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim 

dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga 

akan lebih mudarat apabila dilanjutkan, maka perrceraian akan diputuskan. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hukum keluarga islam 

menyatakan sahnya perceraian apabila dalam melakukan perceraian harus 

mempunyai cukup alasan yang kongkrit dan hanya dilakukan di depan sidang 

Pengadilan, dengan sebab Majelis Hakim telah berusaha mencari jalan 

perdamaian akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Perceraian yang diharuskan dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah guna 

mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi isterinbahkan suami 
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selama serta setelah proses hukum perceraian, perceraian juga tidak dilarang, 

dalam arti suami serta isteri diperbolehkan memutuskan hubungan perkawinan 

di antara kedua belah pihak, dengan alasan-alasan hukum yang sudah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian tersebut 

mengharuskan peneliti berangkat langsung ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Penelitian kualitatif 

lapangan tersebut yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui persepsi pelaku 

perceraian terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu merupakan metode penelitian yeng berusaha 

menggambarkan dan menginterprrestasi objek sesuai dengan apa adanya.
45

  

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
46

 Penulis akan mengungkap pesepsi pelaku perceraian terhadap 

perceraian di luar Pengadilan Agama Studi Kasus Kecamatan Way Serdang 

Kabupaten Mesuji dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan 

dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud 

angka atau nomor. Perpaduan antara jenis penelitian deskriptif dan menggunakan 

pendekatan fenomenologi maka dapat disimpulkan bahwa sifat dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif lapangan. 
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B. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.
47

 Adapun 

sumber data yangdiambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data 

utama yang berupa kata-kata dan tindakan atau pengamatan, serta sumber data 

tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sebagaimana yang telah dituliskan 

bahwa data utama pada penelitian kualitatif yaitu kata-kata serta tindakan dan 

pengamatan, selebihnya adalah data tambahan, yakni sumber data tertulis. 

Sehingga penulis memperoleh beberapa data yang dimanfaatkan dalam penelitian 

ini. 

       Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dibagi ke dalam 

dua bagian, yaitu: 

1. Sumber Data Utama (Primer) 

  “Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lapangan.”
48

 Peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan masalah atau 

fokus penelitian yang kemudian diobservasi langsung ke lapangan atau tempat 

penelitian dilakukan, dalam  penelitian ini peneliti akan memperoleh data 

utama dari pelaku perceraian yang ada di Kecamatan Way Serdang Kabupaten 

Mesuji dengan teknik purposive. 

Purposive yakni teknik penetapan sumber data dengan pertimbangan 

tertentu, atau berupa kriteria yang ditetapkan peneliti.
49

 Terkait penelitian ini, 

ada beberapa kriteria sumber data primer, yaitu, pertama orang yang bercerai 
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di luar Pengadilan Agama disebabkan dari pihak istri berkerja menjadi TKW 

sehingga proses di Pengadilan cukup lama. Kedua orang yang sudah lama 

melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Ketiga orang yang 

melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama satu tahun terakhir.  

2. Sumber Data Tambahan (Sekunder) 

       “Sumber data sekunder merupakan sumber data di luar kata-kata dan 

tindakan yaitu sumber tertulis”.
50

 Sumber data skunder juga dapat diperoleh 

dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan 

atau laporan-laporan penelitian terlebih dahulu, yang kemudian akan 

menghasilkan data skunder atau juga disebut data tersedia. Dalam 

penggalian data skunder ini, peneliti menggunakan Al-Qur’an dan Hadith, 

dan peraturan tertulis berupa UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

atau buku-buku Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perceraian, Hukum 

Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 

Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Dalam 

penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, 
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sumber data primer, serta teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi.
51

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

metode antara lain sebagai berikut: 

1. Wawancara/Interview 

       Wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide malalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan arti 

dalam suatu topic tertentu. Wawancara dapat juga diartikan kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan kepada informan. “Ditinjau dari pelaksanaannya, 

wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu wawancara terstruktur 

(structured interview), wawancara semiterstruktur (semistructure interview), 

dan wawancara tidak terstruktur (unstructured interview)”.
52

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

       Berdasarkan hal tersebut, jenis wawancara/interview yang akan peneliti 

gunakan dalam penelitian adalah wawancara semitersetruktur  

(semistructure interview). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dalam melakukan wawancara peneliti perlu 
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mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan. Peneliti juga  menggunakan wawancara secara mendalam untuk 

ditujukan pelaku perceraian di luar Pengadilan.  

2. Dokumentasi 

       “Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik.”
53

 Berdasarkan teori tersebut maka dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah metode 

pengukuran data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara 

mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan.  

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau 

informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perUndang-

Undangan, buku maupun catatan lapangan atau hasil wawancara selama 

penelitian. 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data dilakukan ketika peneliti 

mengumpulkan data dan juga pada saat pengumpulan data tersebut telah selesai 

dalam periode tertentu. Ketika melakukan wawancara, peneliti telah menganalisis 

jawaban dari narasumber. Jika terdapat jawaban yang kurang memadai, maka 

peneliti akan menggali informasi lebih lanjut hingga pada tahap tertentu yang 

dinilai data telah kredibel.
54

 Teknik analisis data diperoleh dari berbagai sumber, 
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dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan 

dilakukan secara terus menerus. 

       Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa teknik analisa data 

merupakan sebuah upaya proses data yang telah terkumpul baik dengan 

wawancara ataupun dokumentasi. Pada proses analisis data, peneliti melakukan 

tahap-tahap analisis berikut:  

 Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data 

kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya 

dinyatakan sebagaimana adanya tanpa merubahnya menjadi symbol maupun 

bilangan. Sementara itu, pada dasarnya perkataan penelitian dapat diartikan 

sebagai rangkaian kegiatan dan proses untuk mengungkapkan sebuah rahasia atau 

suatu hal yang belum diketahu melalui metode yang sistematis, terarah, serta 

dapat dipertanggungjawabkan.
55

 Setelah itu peneliti menggunakan pola  induktif, 

yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus beradasarkan pengalaman nyata 

untuk selanjutnya dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang 

bersifat umum.
56

 Metode tersebut peneliti gunakan untuk munguraikan berbagai 

persepsi yang membuat seseorang melakukan perceraian di Luar Pengadilan 

Agama. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Profil Kecamatan Way Serdang 

Kecamatan Way Serdang Definitip tahun 2001 berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 01 / 2001 yang sebelumnya 

merupakan Kecamatan perwakilan dangan Kecamatan Induk Simpang 

Pematang.Seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan penduduk 

dan luas wilayah, maka terbentuklah Kabupaten Mesuji berdasarkan Undang-

undang nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di 

Provinsi Lampung, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan salah satunya 

adalah Kecamatan Way Serdang.Kecamatan Way Serdang terdiri dari 2 

(Dua) Wilayah Ex Transmigrasi yaitu Wilayah D dan Wilayah E yang 

sekarang menjadi Desa Definitip. 

Jumlah desa di Kecamatan Way Serdang menjadi 20 Desa yaitu: 

Bumi Harapan, Buko Poso, Hadi Mulyo, Gedung Boga/Raja, Suka Agung, 

Rejo Mulyo, Labuhan Baru, Panca Warna, Kebun Dalam, Kejadian, Labuhan 

Batin, Labuhan Makmur, Gedung Sri Mulyo, Labuhan Permai, Sumber Rejo, 

Margo Bhakti, Labuhan Mulya, Karang Mulya, Tri Tunggal Jaya, dan Suka 

Mandiri. Ibu kota kecamatan Way Serdang berada di Buko Poso dan secara 

keseluruhan kecamatan Way Serdang terdiri 123 RK (Rukun Keluarga/Desa). 

325 RT (Rukun Tetangga) dan 100 BPD (Badan Permusyawaratan Desa). 
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Secara geografis Kecamatan Way Serdang merupakan salah satu 

Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mesuji, terletak sebelah barat 

Kabupaten Mesuji dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Mesuji (Sido 

Mulyo) ± 70 Km. Kecamatan Way Serdang berbatasan dengan sebagai 

berikut : 

Sebelah Utara    : Kecamatan Mesuji OKI Sumatra Selatan 

Sebelah Selatan    : Kecamatan Simpang Pematang 

Sebelah Timur    : Kecamatan Mesuji Timur   

Sebelah Barat                : Kecamatan Gunung Terang Kab. Tuba. 

Barat  

Tabel II 

Luas Kecamatan Way Serdang dan Jumlah Penduduk Menurut Data dari Tata 

Pemerintahan Kabupaten Mesuji Tahun 2020 

No Desa Jml KK 
Luas Wilayah 

(Ha) 

Jumlah 

Penduduk 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

Buko Poso 

Kejadian 

Bumi Harapan 

Kebun Dalam 

Panca Warna 

Labuhan Baru 

Labuhan Batin 

Labuhan Makmur 

Gedung Boga 

1.412 

597 

478 

1.003 

956 

546 

795 

275 

1.109 

         1.656,125 

            881,4 

         791 

      1.550 

       1.497 

       1.240 

          1.424,5 

          755 

           1.985,5 

5.325 

2.215 

1.843 

3.045 

3.206 

1.853 

1.889 

862 

3.569 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Suka Agung 

Rejo Mulyo 

Hadi Mulyo 

Gedung Sri Mulyo 

Tri Tunggal Jaya 

Karang Mulya 

Labuhan Mulya 

Margo Bhakti 

Suka Mandiri 

Sumber Rejo 

Labuhan Permai 

566 

498 

821 

731 

465 

321 

349 

550 

597 

300 

280 

           975 

           800 

        1.164 

        1.379 

              896,6 

              528,7      

           707 

              989,6 

              932,1 

           680 

           1.390,6 

1.799 

1.460 

2.262 

2.394 

1.863 

1.200 

1.150 

1.810 

1.805 

980 

1.140 

 Jumlah 12.649 22.223,125 41.670 

Sumber Data : Tata Pemerintahan Kabupaten Mesuji 

 

2. Gambaran Umum Demografis Kecamatan Way Serdang 

Banyaknya penduduk di Kecamatan Way Serdang  pada Tahun 2019 

yaitu 43.096 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk Laki laki 22.515 jiwa, dan 

jumlah penduduk perempuan 20.581 jiwa, Penduduk terbanyak ada di desa 

Gedung Boga yaitu berjumlah 8.004 jiwa, serta kemudian di desa Buko Poso  

memiliki 4.703 jiwa dan desa Labuhan Batin yaitu 3.745 jiwa 

a. Kondisi Ekonomi 

Kecamatan Way Serdang yang luasnya 22.223,125 Ha, 

hampir 83 % terdiri dari daerah, daratan digunakan masyarakat 

untuk pertanian dan perkebunan karet dan sawit, sedengkan 
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persawahan tadah hujan dipergunakan masyarakat untuk 

persawahan dan kolam perikanan. 

b. Potensi  

a) Sumber Daya Alam, Kecamatan Way Serdang memiliki 

Sumber Daya Alam yang belum dimanfaatkan oleh 

 pemiliknya secara optimal mengingat keterbatasan modal 

dan kemampuan. 

b) Sumber Daya Manusia, Kecamatan Way Serdang memiliki 

Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan sebagai 

berikut : 

Tamatan S1 (Sarjana atau Sarjana Muda)  : 70,1% 

Tamatan SMA Sederajat     : 21,6% 

Tamatan SMP Sederajat    : 30% 

Tamatan SD Sederajat    : 42% 

Buta Huruf     : 0,3% 

Memperhatikan potensi Sumber Daya Manusia yang ada di 

Kecamatan Way Serdang maka sangat diharapkan pembangunan 

saran dan prasarana pendidikan. Karena potensi ini sangat penting 

dalam rangka membangun masyarakat disegala bidang. 

c. Sosial Budaya 

a) Kependudukan, Mayoritas masyarakat Kecamatan Way 

serdang adalah Transmigrasi dari berbagai macam suku, 
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diantaranya : Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Bali dan ada Desa 

Pribumi Suku Lampung dan Mesuji. 

b) Pendidikan, di wilayah Kecamatan way serdang untuk 

meningkatkan serta dapat mempercepat pembangunan 

diwilayah dan jumlah penduduk, maka perlu penambahan saran 

dan prasaran pendidikan. Adapun jumlah sarana pendidikan 

adalah sebagai berikut : 

Taman Kanak-kanak (TK)   : 21  Buah 

Sekolah Dasar (SD)    : 25  Buah 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)  : 10  Buah 

Sekolah Menengah Atas (SMA)  : 2 Buah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  : 1 Buah 

c) Budaya. Masyarakat Kecamatan Way Serdang mayoritas 

penduduknya Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Bali, Suku 

Lampung dan Suku Mesuji yang masing-masing memiliki adat 

istiadat dan Budaya yang berbeda dan perlu dilestarikan 

melalui pengembangan seni budaya yang memiliki nilai jual 

seperti Seni Kuda Lumping, Seni Ketoprak, Seni Tari Jawa, 

Sunda dan Bali, Seni Wayang Kulit, Seni Janger, dll. 
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3. Visi dan Misi Kecamatan Way Serdang 

Perumusan visi dalam pelaksanaan pembangunan memiliki arti 

yang sangat penting, mengingat semakin majunya perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, informasi, peradaban masyarakat, dan arus 

globalisasi yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan secara 

mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Untuk menjalankan peran penting Perangkat Daerah Kecamatan 

Way Serdang tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang 

dimilikiyang berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang 

ada, maka perangkat daerah Kecamatan Way Serdang menetapkan visi 

Kecamatan Way Serdang ”Terwujudnya Mesuji yang Sejahtera, Aman, 

dan Berkeadilan”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, peperlukan tindakan nyata dalam 

bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh 

organisas(instansi pemerintahan) agar cita-cita dapat tercapai dan berhasil 

dengan hasil yang diinginkan, sesuai dengan peran Kecamatan Way 

Serdang tahun 2017-2022 misi Kecamatan Way Serdang adalah : 

a. Pembangunan insfrastruktur yang memadai, merata, dan 

berkualitas hingga ke pelosok Desa. 

b. Mewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya, unggul, dan 

berdaya saing melalui pendidikan yang bermutu. 

c. Desa yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakat yang 

berbasis pada potensi lokal kearifan lokal. 
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d. Stabilitas keamanan dan ketentraman dengan berorientasi pada 

kemitraan dan partisipasi masyarakat. 

e. Tata kelola aparatur pemerintahan yang baik, efektif, efesien, 

dan melayani. 

4. Struktur Organisasi Kecamatan Way Serdang 

 

STAF PNS DAN NON PNS  

NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN KETERANGAN 

01. SUDIARTO, S.Pd 
19670708 

199606 1 001 

Penata Tk. I 

(III/d) 
Staf PNS 

02. 
DAHIRIN AAM 

AFANDI, S.Pd.I 

19670614 

200701 1 042 

Penata Muda 

(III/a) 
Staf PNS 

03. 
REDI UTOMO, 

A.Md 

19860122 

201503 1 001 
Pengatur (II/d) Staf  PNS 

04. 
DWI NOVITASARI, 

S.Ak 

19881102 

201503 2 001 
Pengatur (II/d) Staf PNS 

05. BEJO 
19700705 

200701 1 058 
Pengatur (II/c) Staf PNS 
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06. FITRI ANDARI 
19800731 

201212 2 001 

Pengatur Muda 

Tk. I (II/b) 
Staf  PNS 

07. SUWENDI 
19710120 

200701 1 021 

Pengatur Muda 

Tk. I (II/b) 
Staf  PNS 

08. TRI SUSILO, A.Md - - Operator Komputer Non PNS 

09. KETUT WATI, S.Sos - - Administrasi Non PNS 

10. NOVA RANI - - Cleaning Service Non PNS 

11. 
EKA RIRI 

MUSTIKA SARUI 
- - Staf Non PNS 

12. 
DEFITA SELVIANI, 

S.A.N 
- - Staf Non PNS 

13. SUYANTO - - Staf Non PNS 

14. 
IEMMAS NOVI 

RIYANTI, S.I.P 
- - Staf Non PNS 

15. 
SITI ROBIKATUN, 

S.H 
- - Staf Non PNS 

16. AGUS SUWANTO - - Anggota Sat. Pol. PP Non PNS 

17. JUNIANTO - - Anggota Sat. Pol. PP Non PNS 

 

B. Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kecamatan Way 

Serdang 

Keluarga merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya sebuah 

perkawinan  yang sah antara laki-laki dan perempuan. Di dalam kehidupan 

orang yang berumah tangga hal yang diharapkan adalah sebuah 

keharmonisan, hidup rukun serta damai. Meskipun demikian, kenyataannya 

bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya dapat dirawat secara harmonis 

sesuai yang diinginkan setiap pasangan. Banyak sekali faktor-faktor yang 

mempengaruhi keretakan sebuah hubungan suami isteri, faktor tersebut bisa 

saja datang dari pihak suami maupun pihak isteri, sehingga kemudian 

menimbulkan perceraian. 
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Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya memeluk 

agama Islam sehingga pemerintah juga membuat aturan yang dituangkan di 

dalam sebuah peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di 

Indonesia. Pemerintah mempunyai sebuah tujuan dan harapan dengan adanya 

peraturan yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya demi kemaslahatan bersama.  

Perceraian di luar Pengadilan Agama menjadi salah satu jalan bagi 

masyarakat Kecamatan Way Serdang yang ingin mengakhiri hubungan 

perkawinannya. Terkait hal tersebut peneliti telah melakukan penggalian data 

melalui wawancara terhadap lima pasangan suami istri yang melakukan 

perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, 

peneliti menemukan beberapa pola perceraian di luar Pengadilan Agama yang 

dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang. Berikut adalah 

penjelasan mengenai praktik perceraian tersebut. 

a. Musyawarah Keluarga 

Musyawarah keluarga merupakan salah satu tahapan perceraian di 

luar Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, musyawarah digunakan oleh 

keluarga untuk mendamaikan pasangan sebelum akhirnya mereka benar-

benar memutuskan untuk bercerai secara agama. Namun sebelum proses 

musyawarah ini dilakukan, suami telah mengucapkan keinginannya 

untuk berpisah dengan si istri. 
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Perceraian yang dilakukan melalui musyawarah keluarga ini 

dilakukan oleh Bu Eni (bukan nama sebenarnya). Beliau menjelaskan 

bahwa perceraian yang dilakukannya ialah hanya dengan suami 

mengucapkan kata “kita pisah saja”. Hal tersebut disaksikan oleh ibu 

mertua. Kemudian pada malam harinya keluarga dari kedua belah pihak 

mengadakan musyawarah terkait permasalahan yang dialami oleh 

pasangan suami istri. Setelah melalui musyawarah keluarga, muncullah 

putusan bahwa ibu Eni dengan suaminya resmi bercerai.
57

 

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada keluarga 

dari suami-istri yang ikut dalam proses musyawarah. Pak Edi (bukan 

nama sebenarnya) adalah adik dari Bu Eni yang mengikuti musyawarah 

tersebut. Beliau membenarkan bahwa perceraian yang dilakukan oleh Bu 

Eni dan suaminya telah melalui proses musyawarah. Setelah melalui 

dialog antar perwakilan keluarga, maka diputuskan keduanya resmi 

bercerai secara siri.  

Pak Edi menjelaskan bahwa keputusan berupa perceraian siri bagi 

bu Eni dan suaminya didasarkan atas beberapa alasan. Salah satunya 

yakni keduanya sama-sama bersikukuh untuk bercerai dan tidak ada 

niatan untuk melakukan perdamaian. Hal tersebut juga dirasa akan 
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 Wawancara dengan Ibu Eni (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar 

Pengadilan Agama , Pada Tanggal 02 Juli 2021 
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menghasilkan putusan yang sama apabila perceraian tersebut dilakukan 

di Pengadilan Agama.
58

 

  Dalam tinjauan hukum Islam, perceraian sebagaimana dilakukan 

oleh Bu Eni dan suaminya ialah sah. Menurut fiqih, terjadinya perceraian 

ialah ketika seorang suami telah mengucapkan talak kepada istrinya. 

Pengucapan tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh maupun tidak 

sungguh-sungguh. Dengan demikian perceraiannya sah secara syara’.
59

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perceraian antara Bu Eni dan 

suaminya telah sah, bahkan sebelum musyawarah tersebut dilakukan. 

Sahnya perceraian tersebut ialah ketika suami Bu Eni mengucapkan kata 

“kita pisah saja”. Hal tersebut dikarenakan secara langsung kalimat 

tersebut bermakna talak. 

Namun demikian, dalam perspektif hukum positif perceraian Bu 

Eni dan suaminya dianggap tidak sah. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 

Pasal 115 KHI yang sudah sangat jelas menyatakan bahwa perceraian 

harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. 
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b. Pengucapan Talak/Cerai Secara Langsung yang Disaksikan 

Keluarga 

Praktik perceraian yang di luar Pengadilan Agama oleh 

masyarakat Kecamatan Way Serdang juga dilakukan dengan melakukan 

pengucapan talak yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga. Berbeda 

halnya dengan yang dilakukan Bu Eni dan suaminya, praktik perceraian 

ini dilakukan dengan pengucapan talak secara langsung oleh suami 

kepada istri tanpa melalui musyawarah keluarga. Adapun keluarga dalam 

praktik perceraian tersebut ialah berkedudukan sebagai saksi. 

Praktik perceraian ini dilakukan oleh Pak Toni (bukan nama 

sebenarnya) dan istrinya. Pak Toni mengatakan bahwa ia mengucapkan 

kata “cerai” dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari kedua belah 

pihak. Namun keluarga tersebut tidak dimintai pendapat mengenai 

permasalahannya dengan istrinya sehingga membuatnya bercerai. Pak 

Toni dan istrinya telah bermusyawarah serta sepakat untuk bercerai di 

hadapan masing-masing keluarga.
60

 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu keluarga 

Pak Toni, yaitu Ibu Ani (bukan nama sebenarnya) untuk menggali 

informasi lebih lanjut mengenai praktik perceraian Pak Toni. Menurut 

Ibu Ani, keluarga kedua belah pihak memang tidak diberitahu 

sebelumnya jika Pak Toni akan menceraikan istrinya. Namun 
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sebelumnya Pak Toni sudah mengetahui bahwa hubungan antara 

keduanya memang dalam kondisi tidak baik. Hal tersebut diketahui Ibu 

Ani dari pertengkaran yang sering terjadi antara Pak Toni dan istrinya. 

Selanjutnya Ibu Ani mengatakan bahwa ia dan keluarga diminta 

untuk berkumpul oleh Pak Toni di rumahnya. Dalam pertemuan keluarga 

tersebut, Pak Toni menyampaikan bahwa ia akan menceraikan istrinya 

dengan disaksikan oleh pihak keluarga. Selanjutnya masing-masing 

keluarga menerima keputusan Pak Toni tersebut.
61

 

Upaya menghadirkan saksi ketika hendak menjatuhkan talak 

sebagaimana dilakukan oleh Pak Toni bukanlah sebuah kewajiban dalam 

hukum Islam. Imam al-Syafi’i dan jumhur fuqaha’ baik salaf maupun 

khalaf berpendapat bahwa menjatuhkan talak tidak perlu saksi. Hal 

tersebut dikarenakan talak merupakan sebagian dari hak suami. Maka 

tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya.
62

 Oleh karena 

itu, dalam perspektif fiqih tetap sah apabila Pak Toni menjatuhkan talak 

terhadap istrinya meskipun tanpa menghadirkan keluarganya sebagai 

saksi. 

Namun jika dikembalikan pada perspektif hukum positif, 

perceraian tersebut tetap tidak sah. Karena bagaimanapun juga perceraian 
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akan dianggap sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, 

sesuai dengan Pasal 115 KHI. 

c. Melalui Media Telepon 

Praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang ketiga ialah 

melalui media telepon yang dilakukan oleh Pak Rendi (bukan nama 

sebenarnya). Perceraian yang dilakukan oleh Pak Rendi dilakukan 

dengan mengatakan “saya ceraikan kamu” melalui telepon dan 

disaksikan oleh mertua dari bapak Rendi. Perceraian melalui panggilan 

telephone tersebut dikarenakan isterinya yang berada di Taiwan menjadi 

TKW dan untuk waktu dekat itu belum akan kembali kerumah.
63

 

Ibu Pak Rendi, yakni Ibu Parti (bukan nama sebenarnya) 

mengatakan bahwa proses perceraian tersebut berlangsung secara 

singkat. Sebenarnya antara Pak Rendi dan istrinya sudah menjalin 

komunikasi terlebih dahulu mengenai keinginan masing-masing untuk 

bercerai. Jadi, yang disaksikan oleh Ibu Parti ialah pengucapan kalimat 

talak dari Pak Rendi kepada istrinya. Terkait musyawarah antara suami 

dan istri, Pak Sugeng hanya mengetahui bahwa intinya keduanya sudah 

tidak menginginkan untuk mempertahankan hubungan perkawinannya. 

Setelah perceraian melalui media telepon tersebut, Ibu Parti dan 

Pak Rendi mengabari sanak keluarga terkait perceraian tersebut. 

Tujuannya ialah agar keluarga mengetahui bahwa antara Pak Rendi dan 
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istrinya sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi. Sehingga tidak ada 

anggapan negatif jika di kemudian hari salah satu pihak, baik Pak Rendi 

ataupun istrinya menjalin hubungan dengan orang lain.
64

 

Menurut Sayid Sabiq, mayoritas ulama menyatakan bahwa 

perceraian melalui media telepon hukumnya sah. Namun demikian 

mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari praktik 

perceraian tersebut. Penggunaan media elektronik untuk bercerai sangat 

tidak manusiawi dan tidak etis serta bertenangan dengan semangat dan 

prinsip dasar syariah dalam akad pernikahan.
65

 

Keabsahan perceraian melalui telepon tersebut ialah hanya 

sebatas pada hukum Islam. Apabila perceraian tersebut tidak diteruskan 

prosesnya di Pengadilan Agama, maka tidak sah secara hukum positif. 

Hal tersebut dikarenakan prinsip dasar perceraian ialah dianggap sah 

apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).
66

 

Demikian adalah berbagai macam praktik perceraian di luar 

Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way 

Serdang. Berdasarkan uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa praktik 

yang digunakan dalam perceraian menyesuaikan dengan kondisi dari 

masing-masing suami istri, di mana keduanya hanya ingin bercerai 
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dengan menggunakan cara yang praktis. Sedangkan keluarga ialah 

menjadi tempat untuk bermusyawarah atau hanya sebagai saksi atas 

perceraiannya. 

C. Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama. 

Menurut Jalaluddin Rakhmat, yang dimaksud dengan persepsi ialah 

pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
67

 Pada 

subbab ini peneliti akan membahas tentang persepsi pelaku perceraian 

terhadap cerai yang dilakukannya di luar Pengadilan Agama. Persepsi dalam 

hal ini diartikan sebagai pengalaman mereka tentang hal-hal yang berkaitan 

tentang cerai di luar Pengadilan Agama, di mana pengalaman tersebut mereka 

peroleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang 

terkandung dari hal-hal yang berkaitan dengan praktik perceraian di luar 

Pengadilan Agama. 

Sebelumnya peneliti mngklasifikasikan objek-objek yang akan 

dipersepsikan oleh pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama. Objek 

tersebut dibagi menjadi dua, yakni: Pertama, hukum perceraian di luar 

pengadilan agama menurut hukum positif dan hukum Islam; Kedua, prosedur 

perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama dan di luar Pengadilan 

Agama. 

Berdasarkan dua objek tersebut, peneliti menemukan adanya dua jenis 

persepsi, yakni persepsi positif dan persepsi negatif. Berikut adalah 
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penjelasannya. Persepsi positif adalah persepsi yang menggambarkan segala 

pengetahuan (tahu dan tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang 

diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan 

keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan.  

Sedangkan pesepsi negatif adalah persepsi yang menggambarkan 

segala pengetahuan (tahu atau kenal tidaknya) serta tanggapan yang tidak 

selaras dengan objek yang dipersepsi. Dengan demikian akan diteruskan 

dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang 

dipersepsikan.
68

 Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis persepsi 

masyarakat Kecamatan Way Serdang yang melakukan perceraian di luar 

Pengadilan Agama. 

1. Jenis Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian di Luar 

Pengadilan Agama. 

a. Persepsi tentang Hukum Perceraian di Luar Pengadilan 

Agama 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam 

konsepsi fiqih, jumhur ulama berpendapat “Talak yang sah ialah yang 

diucapkan oleh suami yang telah baligh dan berkal, apabila suaminya 

dalam keadaan gila, sedang mabuk sehingga tidak dalam keadaan 

sadar, maka talaknya sia-sia seperti talak yang diucapkan oleh suami 

yang belum baligh”. Talak tersebut memiliki legalitas hukum sejak 
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diucapkannya.
69

 Artinya, perceraian menurut fiqh dapat dilakukan 

tanpa di depan Pengadilan Agama. Cukup suami yang mengucapkan 

kata talak, serta talak akan jatuh terhitung sejak diucapkan oleh suami. 

Lain halnya dalam tinjauan hukum positif, perceraian akan 

dianggap sah dan legal apabila keduanya tidak berhasil didamaikan 

dalam sidang Pengadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat 

dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”. Senada dengan Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa 

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”. 

Mengenai dualisme keabsahan perceraian tersebut, masyarakat 

Kecamatan Way Serdang yang melakukan perceraian di luar 

Pengadilan Agama telah memahaminya. Salah satunya yakni Bu Siska 

(bukan namanya sebenarnya), ia mengatakan “Ya memang sebenarnya 

dalam hukum Islam itu perceraian dianggap sah ketika suami sudah 

berucap cerai. Tapi kan kalau dalam hukum negara tidak, harus lewat 

proses di Pengadilan Agama”.
 70
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Hal yang sama juga dikatakan  Bu Eni (bukan nama 

sebenarnya). Ia mengatakan bahwa perceraian siri itu sah hukumnya 

jika dalam hukum Islam. “Perceraian siri itu memang tidak sah dalam 

hukum negara, tapi sah dalam hukum Islam.
 71

 

Mayoritas masyarakat Kecamatan Way Serdang mengerti bahwa 

dalam hukum positif perceraian seharusnya memang dilakukan di 

depan sidang Pengadilan seperti halnya yang di tuangkan dalam Pasal 

38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Demikian halnya para 

pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai 

narasumber dalam penelitian ini. Semua narasumber mengatakan hal 

yang sama. Meskipun  dengan redaksi kata yang berbeda-beda, namun 

pada intinya mereka memahami tentang legalitas perceraian menurut 

hukum Islam dan hukum positif. 

Dari berbagai jawaban yang dikemukakan oleh narasumber 

tersebut, peneliti menemukan adanya persepsi positif dari para pelaku 

perceraian terhadap hukum Islam yang menyatakan bahwa sahnya 

talak ialah setelah diucapkan oleh suami. Sebaliknya, persepsi negatif 

ditunjukkan oleh narasumber terhadap hukum perceraian di luar 

Pengadilan Agama menurut hukum positif. 

Bu Siska (bukan nama sebenarnya)  mengatakan “saya memang 

melakukan perceraian tidak di Pengadilan namun di dalam agama itu 

sah-sah saja jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut 
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walupun perceraian yang saya lakukan tidak mempunyai kekuatan 

hukum dan ketika saya menikah lagi saya hanya bisa menikah secara 

siri”. 

Sementara itu  Bu Eni (bukan nama sebenarnya) mengatakan 

“Menurut saya perceraian jika sudah sah menurut agama tidak apa-apa 

jika tidak melakukannya lagi di Pengadilan Agama. Walaupun 

memang hal tersebut tidak sah menurut hukum di Negara, serta saya 

dan mantan suami juga sudah sepakat, meskipun cerai yang saya 

lakukan tidak mempunyai surat cerai yang sah dan mempunyai 

kekuatan hukum”. 

Persepsi positif terhadap fiqh ditunjukkan oleh Bu Siska yang 

secara pemkirian ia sangat setuju dengan konsep perceraian yang tanpa 

melalui sidang Pengadilan Agama. Bahkan ia juga mengetahui, 

menyetujui, dan menerima segala konsekuensi yang akan ia terima 

apabila ia tetap memilih bercerai di luar Pengadilan Agama. Ia tidak 

mempermasalahkan segala kemungkinan buruk yang akan 

ditanggungnya manakala ia menikah siri akibat perceraiannya dengan 

suaminya tersebut dianggap tidak sah oleh negara. 

Persepsi positif ini juga ditunjukkan oleh Bu Eni dan juga 

suaminya yang rela bahwa perceraiannya tersebut tidak memiliki 

kekuatan hukum tetap dalam hukum negara. Antara Bu Eni dan 

suaminya masing-masing memanfaatkan peluang yang diberikan oleh 
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fiqh untuk memutuskan hubungan perkawinannya tanpa melalui 

mekanisme di Pengadilan Agama. 

Di sisi lain, berdasarkan jawaban narasumber tersebut dapat 

diketahui bahwa terdapat persepsi negatif terhadap hukum perceraian 

di luar Pengadilan Agama menurut hukum positif. Menurut 

narasumber, yang menjadi substansi ialah hukum Islam. Apabila 

hukum Islam menganggap sah, maka hal tersebut tidak perlu lagi 

diperkuat oleh putusan Pengadilan Agama. Adapun perceraian yang 

dilakukan di Pengadilan Agama dalam persepsi narasumber hanyalah 

sebagai legalitas dari segi administrasi. Oleh sebab itu, hal tersebut 

pada dasarnya tidak mengubah apapun terhadap keabsahan perceraian 

mereka. 

Masing-masing persepsi di atas memiliki dampak terhadap 

tindakan narasumber. Orang yang memiliki persepsi positif cenderung 

akan mewujudkannya pada sebuah tindakan. Dalam hal ini, para 

narasumber lebih memilih untuk bercerai di luar Pengadilan Agama 

disebabkan oleh persepsinya tersebut. 

 

b. Persepsi tentang Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama 

Perceraian yang sah dalam hukum positif ialah perceraian yang 

dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Perceraian yang 

dilakukan di Pengadilan Agama terdiri atas beberapa tahapan. Adapun 

tahapan-tahapan tersebut antara lain ialah mulai dari pengajuan 
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permohonan/gugatan, pendaftaran perkara di Pengadilan, pemeriksaan 

di persidangan, hingga pada proses penetapan/putusan. Belum 

berhenti sampai di situ, apabila terdapat pihak yang tidak setuju 

terhadap putusan/penetapan tersebut dapat mengajukan banding ke 

Pengadilan Tinggi Agama. Para pihak yang melakukan perceraian 

melalui Pengadilan Agama juga dikenai biaya panjar administrasi 

perkara.
72

 Secara umum, prosedur inilah yang harus dilalui oleh 

pasangan suami istri yang ingin bercerai di sidang Pengadilan Agama. 

Sementara itu, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama 

tidak memiliki prosedur yang baku. Prinsipnya ialah para pihak 

mengutamakan asas musyawarah dalam mengakhiri hubungan 

perkawinannya. Musyawarah tersebut dapat dilakukan dengan 

melibatkan keluarga, atau hanya musyawarah antara suami dan istri 

saja. 

Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat Kecamatan Way 

Serdang menggunakan tiga macam praktik sebagaimana dijelaskan 

pada subbab sebelumnya. Adapun praktik tersebut ialah melalui 

musyawarah keluarga, pengucapan talak/cerai yang disaksikan secara 

langsung oleh keluarga, dan melalui telepon. 

Terhadap dua jenis praktik perceraian tersebut (perceraian 

melalui Pengadilan Agama dan perceraian di luar Pengadilan Agama), 

narasumber memberikan tanggapannya masing-masing. Salah satu 
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pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama, Pak Toni (bukan nama 

sebenarnya) mengatakan “saya memang tidak melakukan cerai di 

Pengadilan karena mantan isteri saya tidak mau melakukan perceraian 

di Pengadilan, dan juga walaupun saya ingin melakukan cerai di 

Pengadilan namun saya tidak mengetahui bagaimana prosesnya, dan 

itu akan sangat sulit serta menghabiskan banyak biaya”.
73

 

Menurut ibu Tatik (bukan nama sebenarnya) “saya tahu bahwa 

perceraian yang saya lakukan tidak sah menurut hukum, namun tetap 

sah menurut agama, dan saya ingin prosesnya cepat selesai dan tidak 

berbelit-belit dan jika saya melakukan cerai di Pengadilan pasti itu 

akan sangat lama dan biayanya sangat banyak sehingga saya memilih 

untuk bercerai di luar Pengadilan saja”.
74

 

Dalam penuturan ibu Eni (bukan nama sebenarnya) “karena 

mengurus perceraian di Pengadilan menghabiskan banyak biaya dan 

lama prosesnya, sedangkan saya tidak mempunyai cukup biaya untuk 

mengurusnya dan saya merasa perceraian yang saya lakukan juga 

sudah sah”. 

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat diketahui bahwasanya para 

narasumber memiliki persepsi positif terhadap praktik perceraian di 

luar Pengadilan Agama, dan juga sebaliknya mereka berpersepsi 
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negatif terhadap praktik perceraian melalui Pengadilan Agama. 

Persepsi positif narasumber terhadap praktik perceraian di luar 

Pengadilan Agama ialah dalam aspek teknisnya yang dianggap sangat 

sederhana. 

Mereka menilai bahwa musyawarah menjadi pilihan utama 

dalam menghadapi setiap masalah. Baik musyawarah tersebut 

dilakukan secara mandiri atau dengan melibatkan keluarga. Bagi 

mereka, pengucapan talak oleh suami yang disaksikan oleh keluarga 

sudah cukup. Setidaknya perceraian mereka bukan hanya diketahui 

oleh pasangan suami istri, namun juga pihak keluarga untuk 

menghindari adanya prasangka buruk pasca perceraian. Oleh karena 

itu, meskipun hanya melalui media telepon sebagaimana salah satu 

praktik perceraian di luar Pengadilan Agama, hal tersebut harus 

disaksikan oleh keluarga. 

Selain itu mereka juga beranggapan bahwa hukum Islam sebagai 

norma hukum di Pengadilan Agama seharusnya tidak membatalkan 

atau membuat tidak sah perceraiannya yang dilakukan di luar 

Pengadilan Agama. Artinya, mereka menganggap jika hukum Islam 

menganggap sah, maka dalam hukum positif juga harus mengatakan 

sah. Namun demikian pada kenyataannya dalam hukum positif 

dinyatakan tidak sah karena perceraian sudah semestinya dilakukan 

melalui sidang di Pengadilan Agama. 
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Persepsi negatif ditunjukkan oleh pelaku perceraian terhadap 

praktik perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun secara konsepsi 

mereka memahami tentang perbedaan legalitas perceraian antara di 

luar Pengadilan Agama dan melalui Pengadilan Agama, namun di sisi 

lain mereka belum memahami prosedur perceraian di Pengadilan 

Agama. Persepsi ini kemudian diwujudkan pada tindakan berupa 

penolakan terhadap perceraian melalui Pengadilan Agama. 

Selama ini mereka tidak terbiasa dengan prosedur-prosedur 

administratif yang sangat asing bagi mereka. Sehingga, apabila 

perceraian dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, akan menjadi 

belenggu bagi mereka yang selama ini sudah terbiasa 

menyelesaikannya melalui musyawarah keluarga. Dari segi material, 

persepsi negatif ini juga didukung oleh banyaknya waktu, biaya, dan 

tenaga jika perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang 

Perceraian di Luar Pengadilan Agama 

Berdasarkan uraian dari subbab sebelumnya, dapat dipahami bahwa 

persepsi positif ditunjukkan oleh pelaku perceraian terhadap cerai di luar 

Pengadilan Agama, sedangkan persepsi negatif ditunjukkan terhadap cerai 

melalui Pengadilan Agama. Persepsi tersebut mereka tunjukkan baik dalam 

segi konsep maupun praktis. 
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Selanjutnya dalam subbab pembahasan ini peneliti akan melakukan 

analisis terkait faktor-faktor terbentuknya persepsi pelaku perceraian 

tersebut. Dalam hal ini terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam individu. 

Faktor ini lebih didominasi oleh keadaan individu tersebut dalam 

mengartikan dan memahami persepsi. 

Sementara itu faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar 

individu. Dalam hal ini adalah stimulus dan lingkungan. Lingkungan yang 

melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh pada persepsi, terlebih 

apabila objek persepsi adalah manusia. Berikut adalah penjelasannya. 

a. Faktor Internal 

Agama Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap 

kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan 

sungguh-sungguh dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Karena perceraian menyebabkan banyaknya akibat buruk yang menyakut 

kehidupan kedua belah pihak Oleh karena itu, perceraian dalam keadaan 

tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin. Di 

dalam melakukan sebuah perceraian tentunya memiliki tahapan-tahapan 

atau sebuah proses yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Undang-

Undang yang berlaku untuk dilaksanakan.  

Lain halnya persepsi masyarakat Kecamatan Way Serdang yang 

mereka anggap bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama tetap sah, 
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seperti wawancara dengan narasumber ibu Eni dan ibu Siska (bukan 

namanya sebenarnya) “saya memang melakukan perceraian tidak di 

Pengadilan namun di dalam agama itu sah-sah saja jadi saya tidak terlalu 

mempermasalhkan hal tersebut walupun perceraian yang saya lakukan 

tidak mempunyai kekuatan hukum dan ketika saya menikah lagi saya 

hanya bisa menikah secara siri” 

Meskipun Undang-Undang sudah secara jelas mengatur tentang 

perceraian, namun bagi mereka yang enggan mengikuti aturan yang ada 

dan memilih percerain secara Agama (Fiqh). Sebab apabila mengikuti 

aturan yang ditetapkan Undang-Undang makan akan cenderung sedikit 

akan menyulitkan, disebabkan apabila ingin melakukan perceraian pada 

Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menegaskan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.  

Faktor internal yang menyebabkan masyarakat memiliki persepsi 

positif terhadap cerai di luar Pengadilan Agama ialah adanya keyakinan 

masyarakat terhadap agama Islam yang tidak mengharuskan adanya 

prosedur perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. 

Berdasarkan situasi tersebut mereka yang akan melakukan perceraian 

akan memilih hukum Fiqh yang memberikan keabsahan akan perceraian 

yang mereka lakukan tanpa mengikuti aturan perundang-undangan yang 

berlaku hingga saat ini. 
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Selain itu kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi persepsi masyarakat. Kesadaran hukum yang mereka 

miliki masih kurang sehingga membuat mereka tidak paham bahwa 

ketikan akan melakukan  perceraian diharuskan melalui proses atau 

tahapan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di 

Indonesia, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Toni “saya tidak 

mengetahui bagaimana prosedur ketika saya akan melakukan perceraian 

di Pengadilan Agama”. 

b. Faktor Eksternal 

Menurut pendapat Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) 

kecamatan Way Serdang tentang tata cara perceraian yang harus 

dilakukan yaitu “seharusnya perceraian memang wajib dilakukan di 

Pengadilan Agama, karena mereka ketika menikah secara resmi dan 

diakui secara sah oleh negara, maka harusnya bercerai juga secara resmi 

dan harus mempunyai akta cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap. 

Sehingga ketika akan menikah secara sah dan diakui oleh Negara maka 

tidak akan mendapatkan kesulitan, dan hak-hak yang harusnya di 

dapatkan anak yang telah pasangan suami isteri tersebut miliki 

mempunyai kekuatan hukum. 

Sebenarnya masyarakat itu sebagian sudah mengetahui bahwa 

perceraian harusnya dilakukan di Pengadilan, namun karena kurangnya 

kesadaran hukum serta mereka selalu mengedepankan alasan faktor 
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ekonomi yang nantinya biaya perceraian di Pengadilan sangatlah mahal, 

dengan hal tersebut mereka enggan melakukan cerai di Pengadilan”.
75

 

Adapun faktor eksternal penyebab terjadinya perceraian di luar 

Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way 

Serdang yaitu : 

1) Faktor biaya. Biaya perceraian di Pengadilan yang begitu besar 

membuat masyarakat tidak mau melakukan perceraian di 

Pengadilan, hal ini sudah menjadi salah satu dari sekian banyak 

alasan yang digunakan oleh masyarakat ketika ditanya tentang 

alasan penyebab dilakukannya perceraian di luar Pengadilan. 

Sebagaimana diungkapakan oleh Bapak Toni, Ibu Tatik dan Ibu 

Eni di atas mereka menganggap bahwa biaya yang mereka 

keluarkan akan besar sehingga uang mereka akan habis setalah 

melakukan cerai di Pengadilan serta waktu yang harus ditempuh 

dalam perjalanan menuju Pengadilan Agama itu sangatlah lama 

mengingat jarak antara rumah mereka dengan Pengadilan yang 

jauh. 

2) Faktor prosedural. Proses perceraian yang begitu rumit dan 

menghabiskan waktu yang begitu lama, menjadikan mereka lebih 

memilih melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. 

Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber Ibu Tatik beliau 

mengungkapkan “saya ingin proses perceraian yang saya lakukan 
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cepat selesai dan tidak berbelit-belit dan jika saya melakukan 

cerai di Pengadilan pasti itu akan sangat lama dan biayanya 

sangat banyak sehingga saya memilih untuk bercerai di luar 

Pengadilan saja” 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Way Serdang terdiri atas tiga praktik, yakni melalui musyawarah 

keluarga, pengucapan talak/cerai yang disaksikan secara langsung oleh 

keluarga, dan melalui media telepon. 

Persepsi positif ditunjukkan oleh pelaku perceraian terhadap cerai di luar 

Pengadilan Agama, sedangkan persepsi negatif ditunjukkan terhadap cerai 

melalui Pengadilan Agama. Persepsi tersebut mereka tunjukkan baik dalam 

segi konsep hukumya maupun dari praktis pelaksanannya. 

Faktor internal yang mempengaruhi masyarakat yakni keyakinan 

masyarakat terhadap agama Islam yang tidak mengharuskan adanya prosedur 

perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu juga didukung 

oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya melakukan 

perceraian di Pengadilan Agama. Sementara itu faktor eksternal berupa biaya 

yang mahal dan prosedur yang rumit dalam perceraian di Pengadilan Agama. 

B. Saran 

Sesuai dengan adanya problem yang terjadi maka peneliti memberikan 

saran kepada pembaca dan khususnya kepada peneliti sendiri dan masyarakat 

umumnya: 
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1. Hendaknya bagi masyarakat sebagai warga Negara Indonesia yang 

baik agar patuh dan taat terhadap Undang-Undang yang berlaku, agar 

mendaptkan perlindungan dan kepastian hukum sehingga nantinya 

tidak terjadi hal-hal atau dampak negatif yang tidak diinginkan. 

2. Hendaklah pemerintah memberikan sanksi yang tegas untuk 

masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, hal 

ini diharapkan agar dapat meminimalisir jumlah masyarakat yang 

melakukan perceraian di luar Pengadilan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengambil nilai-nilai positif dari 

penelitian ini serta menyempurnakan hal-hal yang dinilai kurang dari 

penelitian ini.  
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